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Sarana untuk menyampaikan pengaduan berupa :
1. Kotak Saran di Ruang Pelayanan Dispenda Kota Banjarmasin
2. www.dispendabanjarmasin.go.id/saran.php
3. dispendabjmkota@gmail.com
4. Telp. (0511)4281292
5. Hotline 2525

• Penanganan Pengaduan media tersebut akan ditindak lanjuti
dengan tahapan :
a. Cek Administrasi

b. Cek Lapangan
c. Koordinasi internal/eksternal
d. Koordinasi instansi terkait

• Resfonsif pengaduan 1 hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
• Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan

yang ada.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Internal
Organisasi (manufacturing)

Dasar

Hukum

Sarana dan

Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan
Internal

l.UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi
Daerah (PDRD);

2.PERDA Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1. Halaman Parkir

2. Ruang Tunggu yang refrasentatifber AC dan berpengharum ruangan
3. Nomor Antrian elektronik

4. Tempatduduk
5. Air Mineral

6. Koran

7. Televisi berbayar
8. Toilet

9. Ruangan Laktasi
10.CCTV untuk keamanan

1l.Layar pengumuman digital
12.Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
13.Komputer
14. Printer

15.ATK

16.Wifi

17. Ramp akses bagi dipable
Sarana Prasarana / fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis
pelayanan

Petugas FO :
• Pendidikan minimal D3

• Workshop Pelayanan (Service Exelent)

Pengolah data Bidang PBB :
• Pendidikan minimal D3

• Workshop Pelayanan (Service Exelent)

Pendata PBB :

• Pendidikan minimal D3

• Workshop Pelayanan (Service Exelent)
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1. Secara Langsung dilaksanakan berjenjang oleh atasan langsung
mulai dari Kasi, Kabid hingga Kepala Dinas.

2. Secara tidak langsung dilakukan oleh Asisten III Bidang
Walikota.



JENIS PELAYANAN : KETERANGAN NJOP PBB

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service
Delivery) meliputi:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Persyaratan

Sistem,
Mekanisme

dan Prosedur

Jangka
Waktu

Pelayanan
Biaya / Tarif
Produk

Pelayanan
Penanganan
Pengaduan,
Saran dan

Masukan

Kaj ibbag.Pcrnndangan
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- Objek Pajak yang sudah terdaftar :
1. Fotocopy SPPTTahun sebelumnya
2. Lunas PBB Tahun sebelumnya

- Objek pajak yang belum terdaftar :
1. Permohonan dari wajib pajak
2. SPOP / LSPOP
3. Fotocopy PBB
4. Fotocopy kartu keluarga
5. Fotocopy sertifikat / SKKT / Segel/
6. Fotocopy Bukti Transaksi

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan atas objek pajak yang
ingin di terbitkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
kepada petugas pelayanan.

2. Petugas Pelayanan menerima surat permohonan besarta
kelengkapan persyaratan, apabila lengkap diteruskan ke Kasi
Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB untuk di proses dan
apabila tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk
dilengkapi.

3. Kasi Perhitungan dan Penetapan memeriksa ulang kelengkapan
persyaratan, apabila lengkap akan diproses dengan mencocokan
data pendukung yang disampaikan dengan basis data yang ada di
Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin untuk diteruskan
kepada Kabid PBB dan BPHTB untuk proses selanjutnya.

4. Kabid PBB dan BPHTB memeriksa dan memaraf Surat Keterangan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sudah sesuai dan ada pada
basis data untuk diteruskan kepada Sekretaris.

5. Sekretaris memeriksa dan memaraf Surat Keterangan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) yang sudah sesuai dan ada pada basis data
untuk diteruskan kepada Kepala Dinas.

6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin akan
menandatangani Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
yang datanya telah sesuai dan ada pada basis data Dinas
Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.

7. Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sudah
ditandatangani akan diserahkan kepada petugas pelayanan untuk
diserahkan kepada pemohon.

8. Petugas pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) kepada pemohon yang sudah ditandatangani oleh
Kepala Dinas.

9. Petugas pelayanan akan mengarsipkan Surat Keterangan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP).

2 Hari

Tidak dikenakan biaya (Gratis)
Surat Keterangan NJOP

Pengaduan secara tidak langsung :
• Sekretariat Dispenda Kota Banjarmasin menerima Pengaduan,

Saran dan masukan.

• Sekretariat melanjutkan Pengaduan, Saran dan masukan ke
masing-masing bidang sesuai dengan Pengaduan dan saran yang
masuk.

Bidang teknis menindaklanjuti pengaduan
—>'̂ jkiT4^a Igjj^f1^*^1*! rorkan hasil penanganan pengaduan kepadaMjya
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Kepala Dinas.

Pengaduan secara langsung:
• WP datang ke Dispenda Kota Banjarmasin.
• CS menerima pengaduan kemudian melanjutkan ke masing bidang

tekhnis sesuai dengan pengaduan.
• Bidang teknis menindaklanjuti pengaduan
• Bidang teknis melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada

Kepala Dinas.

Sarana untuk menyampaikan pengaduan berupa :
1. Kotak Saran di Ruang Pelayanan Dispenda Kota Banjarmasin
2. www.dispendabanjarmasin.go.id/ saran.php
3. dispendabjmkota@gmail.com
4. Telp. (0511)4281292
5. Hotline 2525

• Penanganan Pengaduan media tersebut akan ditindaklanjuti
dengan tahapan :
a. Cek Administrasi

b. Cek Lapangan

c. Koordinasi internal/eksternal
d. Koordinasi instansi terkait

• Resfonsif pengaduan 1 hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
• Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan

yang ada.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Internal
Organisasi (manufacturing)

U

1. Dasar

Hukum
l.UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi

Daerah (PDRD);

2.PERDA Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2. Sarana dan i 1. Halaman Parkir
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

2. Ruang Tunggu yang refrasentatif ber AC dan berpengharum
ruangan

3. Nomor Antrian elektronik
4. Tempatduduk
5. Air Mineral

6. Koran

7. Televisi berbayar
8. Toilet

9. Ruangan Laktasi
10.CCTV untuk keamanan
11. Layar pengumuman digital
12.Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
13.Komputer
14. Printer

15.ATK

16.Wifi

17. Ramp akses bagi dipable

Sarana prasarana / fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis
pelayanan lainnya.

3. Kompetensi
Pelaksana

* Petugas FO :
• Pendidikan minimal D3

• Workshop Pelayanan (Service Exelent)
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Kepala Dinas.

Pengaduan secara langsung:
• WP datang ke Dispenda Kota Banjarmasin.
• Customer Service menerima pengaduan kemudian melanjutkan ke

masing bidang tekhnis sesuai dengan pengaduan.
• Bidang teknis menindaklanjuti pengaduan
• Bidang teknis melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada

Kepala Dinas.

Sarana untuk menyampaikan pengaduan berupa :
1. Kotak Saran di Ruang Pelayanan Dispenda Kota Banjarmasin
2. www.dispendabanjarmasin.go.id/ saran.php
3. dispendabjmkota@gmail.com
4. Telp. (0511)4281292
5. Hotline 2525

• Penanganan Pengaduan media tersebut akan ditindak lanjuti
dengan tahapan:
a. Cek Administrasi

b. Cek Lapangan

c. Koordinasi internal/eksternal
d. Koordinasi instansi terkait

• Resfonsif pengaduan 1 hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
• Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan

yang ada.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Internal
Organisasi (manufacturing)

1. Dasar

Hukum

1. Perda Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebaimana telah di rubah dengan
PERDA kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
PERDA No. 20 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB);

2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 38 Tahun 2010 tentang Sistem
dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

y

~~

(BPHTB)

^ Sarana dan

Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

1. Halaman Parkir

2. Ruang Tunggu yang refrasentatif ber AC dan berpengharum ruangan
3. Nomor Antrian elektronik

4. Tempatduduk
5. Air Mineral

6. Koran

7. Televisi berbayar
8. Toilet

9. Ruangan laktasi
10.CCTV untuk kemanan

1 l.Layar pengumuman digital
12.Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
13.Komputer
14. Printer

15.ATK

16.Wifi

17. Ramp akses bagi dipable

Sarana prasarana / fasilitas digunakan untuk beberapa jenis pelayanan
lainnya

3. Kompetisi
Pelaksana

: Petugas FO :
• Pendidikan minimal D3

Kan bbttPerundaaMfl i [aba .Hikaft V /ortehtfikiWelay man (Service Exelent)
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Pengolah data Bidang PBB :
• Pendidikan minimal D3

• Workshop Pelayanan (Service Exelent)

Pendata PBB :

• Pendidikan minimal D3

• Workshop Pelayanan (Service Exelent)
4. Pengawasan

Internal

1. Secara Langsung dilaksanakan berjenjang oleh atasan langsung mulai
dari Kasi, Kabid hingga Kepala Dinas.

2. Secara tidak langsung dilakukan oleh Asisten III Bidang Administratif,
Sekda dan Walikota

3. Secara Fungsional dilakukan oleh pengawas Fungsional sesuai dengan
Peraturan Perundang - Undangan

5. Jumlah

Pelaksana
: 3 Orang

6. Jaminan

Pelayanan
1. Sepanjang segala persyaratan teknis dan administratif terpenuhi,

pelayanan dapat diberikan sesuai standar kualitas pelayanan prima.
2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas produk layanan yang tidak

memuaskan.

3. Jaminan bebas praktek KKN.

7.
f

Jaminan

Keamanan

dan

Keselamatan

Semua data Wajib Pajak akan dijaga dan hanya akan diberikan kepada

pihak yang berwenang terhadap data wajib pajak atau pihak yang mendapat
izin dari pihak yang berwenang memberikan izin.

8. Evaluasi

Kinerja
Pelaksanan

Evaluasi dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan
mekanisme sbb :

Setiap WP yang datang ke Dispenda Kota Banjarmasin diberi formulir
SKM untuk di isi

Pengumpulan dan pengolahan data
Analisa data dan evaluasi

Tindaklanjut hasil Evaluasi

£Pj. WALrfCOTA BANJARMASIN

i H. M. THAMRIN

Kawbbat PenrndangM Kabaf. Hukum KepiliSKPD

4
+



3. Secara Fungsional dilakukan oleh pengawas Fungsional sesuai
dengan Peraturan Perundang - Undangan.

5. Jumlah

Pelaksana
: 3 Orang

6. Jaminan,
Pelayanan

1. Sepanjang segala persyaratan teknis dan administratif terpenuhi,
pelayanan dapat diberikan sesuai standar kualitas pelayanan prima.

2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas produk layanan yang tidak
memuaskan.

3. Jaminan Bebas dari praktek KKN.

7. Jaminan

Keamanan

dan

Keselamatan

Semua data Wajib Pajak akan dijaga dan hanya akan diberikan kepada
pihak yang berwenang terhadap data wajib pajak atau pihak yang
mendapat izin dari pihak yang berwenang memberikan izin.

8. Evaluasi

Kinerja
Pelaksanan

Evaluasi dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan
mekanisme sbb :

- Setiap WP yang datang ke Dispenda Kota Banjarmasin diberi
formulir SKM untuk di isi

- Pengumpulan dan pengolahan data
- Analisa data dan evaluasi

- Tindaklanjut Hasil Evaluasi

u
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7.

u

8.

u

Pengawasan
Internal

Jumlah

Pelaksana

Jaminan

Pelayanan

Jaminan

Keamanan

dan

Keselamatan

Evaluasi

Kinerja
Pelaksanan

• Workshop Pelayanan (Service Exelent)

Pendata PBB :

• Pendidikan minimal D3

Workshop Pelayanan (Service Exelent)
1. Secara Langsung dilaksanakan berjenjang

mulai dari Kasi, Kabid hingga Kepala Dinas.
2. Secara tidak langsung dilakukan oleh

Administratif, Sekda dan Walikota.
3. Secara Fungsional dilakukan oleh pengawas Fungsional sesuai

dengan Peraturan Perundang - Undangan
4 Orang

oleh atasan langsung

Asisten III Bidang

1. Sepanjang segala persyaratan teknis dan administratif terpenuhi,
pelayanan dapat diberikan sesuai standar kualitas pelayanan prima.

2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas produk layanan yang tidak
memuaskan.

3. Jaminan bebas praktek KKN.

Semua data Wajib Pajak akan dijaga dan hanya akan diberikan kepada
pihak yang berwenang terhadap data wajib pajak atau pihak yang
mendapat izin dari pihak yang berwenang memberikan izin.

Evaluasi dilakukan melalui Survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan
mekanisme sbb :

- Setiap WP yang datang ke Dispenda Kota Banjarmasin diberi
formulir SKM untuk di isi

- Pengumpulan dan pengolahan data
- Analisa data dan evaluasi
- Tindaklanjut Hasil Evaluaasi



Pengolah data Bidang PBB :
• Pendidikan minimal D3

• Workshop Pelayanan (Service Exelent)

Pendata PBB :

• Pendidikan minimal D3

• Workshop Pelayanan (Service Exelent)
4. Pengawasan

Internal

1. Secara Langsung dilaksanakan berjenjang oleh atasan langsung mulai
dari Kasi, Kabid hingga Kepala Dinas.

2. Secara tidak langsung dilakukan oleh Asisten III Bidang Administratif,
Sekda dan Walikota

3. Secara Fungsional dilakukan oleh pengawas Fungsional sesuai dengan
Peraturan Perundang - Undangan

5. Jumlah

Pelaksana :

3 Orang

6. Jaminan

Pelayanan
1. Sepanjang segala persyaratan teknis dan administratif terpenuhi,

pelayanan dapat diberikan sesuai standar kualitas pelayanan prima.
2. Pemohon dapat meminta perbaikan atas produk layanan yang tidak

memuaskan.

3. Jaminan bebas praktek KKN.

7.

f
Jaminan

Keamanan

dan

Keselamatan

Semua data Wajib Pajak akan dijaga dan hanya akan diberikan kepada
pihak yang berwenang terhadap data wajib pajak atau pihak yang mendapat
izin dari pihak yang berwenang memberikan izin.

8. Evaluasi

Kinerja
Pelaksanan

Evaluasi dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan
mekanisme sbb :

Setiap WP yang datang ke Dispenda Kota Banjarmasin diberi formulir
SKM untuk di isi

Pengumpulan dan pengolahan data
Analisa data dan evaluasi

Tindaklanjut hasil Evaluasi
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